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1. Dokumentasi saat Wawancara 

 

Informan pertama Muhlidi Sulaiman S.Ag.,MM pada tanggal 21 November 2022 

 

Informan kedua Arbain Yusran, S.Ag.,M.Pd.I.pada tanggal 21 November 2022 

 



Informan ketiga H. Mathari, S.Ag, M.I.Kom.pada tanggal 22 November 2022 

 

Informan keempat Drs. Johansyah.pada tanggal 23 November 2022 

 

Informan kelima H.M Syarif Fahriadi.pada tanggal 25 November 2022 

 



Informan keenam Hery Hidayat AMD.pada tanggal 28 November 2022 

 

Informan ketujuh Dr. Hj. Halilah,M.Pd.pada tanggal 28 November 2022 

 

Informan kedelapan DR.Fatrawati Kumari,M.Hum.pada tanggal 29 November 

2022 

 

(PRIVASI) 

Informan kesembilan Habib Alwi Ba’abud.pada tanggal 29 November 2022 



 

Informan kesepuluh Zainal Erfan, S.S,.M.Pd.pada tanggal 30 November 2022 

 

Informan kesebelas Dr. Ahmad.S Ag,M.Fil.I.pada tanggal 6 Desember 2022 

 

 

 

 

 

 



2. DATA INFORMAN 

1. Informan pertama 

Nama     :Muhlidi Sulaiman S.Ag.,MM 

Umur    :53 Tahun 

Pendidikan Terakhir :S2 

Jabatan    :Sekretaris Umum MUI Kota Banjarmasin 

Alamat    :Jl.Sutoyo S 

2. Informan kedua 

Nama     :Arbain Yusran, S.Ag.,M.Pd.I. 

Umur    :48 Tahun 

Pendidikan Terakhir :S2 Manajemen Pendidikan 

Jabatan  :Sekretaris Komisi Informasi dan 

Komunikasi MUI Kota Banjarmasin 

Alamat :Jl.AMD Permai Komplek Sudirapi No.5 

Rt.19 

3. Informan ketiga 

Nama    :H. Mathari, S.Ag, M.I.Kom 

Umur    :52 Tahun 

Pendidikan Terakhir :S2 Komunikasi 

Jabatan :Ketua Komisi dan Informasi MUI Kota 

Banjarmasin 

Alamat    :Kelurahan Basirih, Kec banjarmasin Barat 



4. Informan keempat 

Nama    :Drs. Johansyah  

Umur    :58 Tahun 

Pendidikan Terakhir :S1 dakwah 

Jabatan :Ketua Komisi Seni dan Budaya MUI Kota 

Banjarmasin 

Alamat :Jl. Ratu Zaleha Komplek Ki Hajar 

Dewantara 1 Rt.25 Kel. Karang Mekar 

5. Informan kelima 

Nama    :H.M Syarif Fahriadi 

Umur    :39 Tahun 

Pendidikan Terakhir :Darul Musthofa Tarim Hadramaut 

Jabatan :Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Banjarmasin 

Alamat :Jl. Kelayan B GG.Hampalam Kel. Kelayan 

Timur Rt.08 Rw.10 No. 101 

6. Informan keenam 

Nama    :Hery Hidayat AMD 

Umur    :43 Tahun 

Pendidikan Terakhir :Diploma 

Jabatan :Bagian Majelis Ukhuwah Islamiah MUI 

Kota Banjarmasin 

Alamat : Jl. Sungai Andai Komplek PWI Blok F Rt. 

30 No.96 Jalur 7 



7. Informan ketujuh 

Nama    :Dr. Hj. Halilah,M.Pd 

Umur    :62 Tahun 

Pendidikan Terakhir :S3 PAI 

Jabatan :Pemberdayaan Ekonomi Umat MUI Kota 

Banjarmasin 

Alamat    :Jl.AMD Besar 2 

8. Informan kedelapan 

Nama    :DR.Fatrawati Kumari,M.Hum 

Umur    :53 Tahun 

Pendidikan Terakhir :S3 Filsafat 

Jabatan :Kepala bidang Hukum dan Perundang-

undangan MUI Kota Banjarmasin 

Alamat :Jl. Pramuka Komplek Melati Indah 2 Rt.30 

No.6 

9. Informan kesembilan 

Nama    :Habib Alwi Ba’abud 

Umur    :46 Tahun 

Pendidikan Terakhir :Darul Musthofa 

Jabatan :Sekretaris Komisi Fatwa MUI Kota 

Banjarmasin 

Alamat    : kelayan B gang Raudah 

10. Informan kesepuluh 



Nama    :Zainal Erfan, S.S,.M.Pd 

Umur    :42 Tahun 

Pendidikan Terakhir :S2 

Jabatan :Sekretaris Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI 

Kota Banjarmasin 

Alamat :Jl. Samudra 2 No. 10 Rt.45 Rw.04 Komplek 

beruntung Jaya 

11. Informan kesebelas 

Nama   :Dr. Ahmad.S Ag,M.Fil.I 

Umur    :46 Tahun 

Pendidikan Terakhir :S3 Pengkajian Islam 

Jabatan   :Ketua Bidang fatwa MUI Kota Banjarmasin 

Alamat   : Jl. Bumi Mas Raya GG. Pertiwi 2 

 

 

 

 

 

 

 



3. INSTRUMEN WAWANCARA 

A. Data Informan 

Nama   : 

Umur   : 

Pendidikan Terakhir : 

Jabatan   : 

Alamat   : 

Tanggal Wawancara : 

 

B. Daftar Pertanyaan 

1. Indikator 1 : Pengetahuan 

a. Apakah yang dimaksud dengan Poligami? 

b. Apakah anda mengetahui landasan hukum poligami dalam Islam dan UU 

RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab I pasal 3-5 dan KHI 

pasal 55-59 mengenai poligami? 

2. Indikator 2 : Sikap 

a. Bagaimana pendapat anda tentang perilaku poligami yang terjadi di 

banjarmasin yang kebanyakannya tidak mengikuti aturan pemerintah? 

b. Apa dasar hukum anda tentang hal tersebut 

 

 

 

 

 

 

 

Pasal 3 



(1)Pada asasnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri. 

Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.  

(2)Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri 

lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang 

bersangkutan.  

Pasal 4 

(1)Dalam hal ini seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, 

sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka 

ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat 

tinggalnya.  

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin 

kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila : 

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri 

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan 

Pasal 5 

(1)Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi 

syarat-syarat berikut : 

a) Adanya persetujuan dari istri/isteri-isteri 

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-

keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka 

c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri 

dan anak-anak mereka 



(2)Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak 

diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak 

mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam 

perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-

kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu 

mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan 

dan KHI pasal 55-59 tentang poligami yang berisi sebagai berikut : 

pasal 55 

(1)Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya 

sampai empat istri. 

(2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku 

adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 

(3)Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin 

dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. 

pasal 56 

1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin 

dari Pengadilan Agama. 

2) Pengajuan permohonan izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VII Peraturan 

Pemerintah No.9 Tahun 1975. 

3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat 

tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan 

hukum. 



pasal 57 

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang 

akan beristeri lebih dari seorang apabila : 

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri 

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

c) Istri tidak dapat melahirkan keeturunan 

pasal 58 

(1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk 

memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat 

yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu : 

a) Adanya persetujuan istri 

b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 

istri-istri dan anak-anak mereka. 

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan 

Pemerintah No.9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat 

diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada 

persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan 

istri pada sidang Pengadilan Agama. 

Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang 

suami apabila isteri atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai 

persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau 



apabila tidak ada kabar dari istri atau isteri-isterinya sekurang-kurangnya 

2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim. 

pasal 59 

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin 

untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan 

yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, pengadilan Agama dapat 

menempatkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar 

istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap 

penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LEMBAR KONSULTASI 



 



 

 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 



5. SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING 

 

 

 



6. SURAT PENETAPAN WAKTU SEMINAR 

 

 



7. SURAT KETERANGAN SUDAH SELESAI SEMINAR 

 

 



8. SURAT IZIN DAN SELESAI RISET 

 

 



 

 

 

 



9. SURAT KETERANGAN UJIAN KOMPREHENSIF 

 

 



10. SERTIFITKAT BACA TULIS AL-QUR’AN 

 



 

11. SERTIFIKAT LKK 

 

 



 

12. SURAT KETERANGAN PEROLEHAN SKK
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